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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109); 

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 82); 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan 

Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Pengolahan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 456); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1505); 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi 

Pemilihan Umum; 

 

 

 

 

 

 




	fd6f01f98e9bc6aa3bc351d9e683cf3a5348ac8e173c01f313029b05920ed36f.pdf
	fd6f01f98e9bc6aa3bc351d9e683cf3a5348ac8e173c01f313029b05920ed36f.pdf
	fd6f01f98e9bc6aa3bc351d9e683cf3a5348ac8e173c01f313029b05920ed36f.pdf

